ey UINAD FENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

v

JALAN KH. ABOUL HALIM NOMOR 97 MAJALENGKA 45418
Telephone (0233) BZEE599, 8285600 Faksimile (0233) 8286800
Email : dpmpisp@majalengkakab, go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADLU SATU PINTU

KABUPATEN MAJALENGKA

Nomos @ 503/710 /OPMPTSP/ XIT /2021
TENTAMNG
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Menimbang

Mengingat

.

1.

11,

KABUPATEN MAJALENGHEA

bahwa berdasarkan Surat Permohonan besarta lampimnnya dar Saudara Eka Prasetiawaly, ST
tanggal 22 Maret 2021 Perhal Permohonan Perpanjangan Inin Operasional dan berdasarkan
Rekomendasi Dinas Pendidikan  Momor 073/4170-Disdik  tanggal 29 Novemnber 2021 Kelompok
{Eemain (KB} AL-MUFTI dinyatakan memenuhi syarat unbuk memyelengarakan Kelompok Berriain
KB

bahwa bemdasarkan perimbangan sebagairmana huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Masional dipandang pesiu
i Lzin Penyelenagaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) AL-MUFTT yang
ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
¥abupaten Majalendgka,

Lindang-Undang Nomar 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Kabunaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 1950 sebagaimana
telah divbah dengan U ndang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembertukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang %lgan mengubah Lindang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembenfukan Daersh-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Proving Jawa Barat
{Lermbaran Megara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaren Megama
Republik Indonesia Nomor 2851);

Lindang-Lindang Momor 20 Tahun 2003 m-l.la::‘g Sisbem: Pendidikan Nasonal - (Lambaran Negara
'qag::::m&ia Tahun 2003 MNomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Coerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noimor 4437 | sebacgaimana telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tabhwn 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang=Undang Nomor 32 Tahun. 2004 tentang
Pamerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesis Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Momar 4544];

Undang-Undang Nomor 33 Tabun 2004 ten Ferimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Pemarrtah Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Momer 126 Tarmbahan
Lembaran Negars Repubiik Indonesia NMomor 44348);

Peraburan Pemerntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sandar Nasional Pendidikan  {Lembaran
Megara Republike Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran MNegara Repoblik
Indonesia Nomor 44560, Sebaosimana telah divbah dengan Peraturan. Pemerntah Noonor 19
Tahun 2005 Tmm;%aﬂarh:lar Hasional Pendidikan (Lembaran b Fepubiik Indonesia Tahun
2013 Nomeor 71 Tambahan Lennbaran Negara Repubdik Indonesia B 54103

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintsh Antarm
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten) Kota bli!.r:rrt:a:an Megara ik
Indoneda Tahun 2007 Nomer 48 Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4.750);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tenlzrggﬂrganisaai Perangkat Daeraby  (Lambaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negam Repubii
Indonesia Nomeor 4750);

Peraturan Pernerintah Nomar 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan {Lembaran Negara
rﬂ{ﬂﬂwmik In{:!;;mEEia Tahun 22 Nomor 91 Tambahan Lembaran Megara Repubik Indonesia
rriar 456;

Peraturan Pemerintah Momor LF Tahun 2010 testang Pengslolaan dan  Perwedengaraan
Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
Sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Pemeninatah Momor 66 Bhun 2010 tentang
Perubahan Atas Pernerrtah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Perylicikan { Lembaran Negara Republik Indonesia @hun 2010 Nomar 112, Tambahan Lesbaran
MNexjara Republik Indonesia Nomor 5157

Foraturan Menten Pendidikan Hasicrnal Republk Indonesia Momor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Pendidian Usia Dini;

Peraturan Menter Pendidikan tan Kebudayaan - Repubfi Indonesia Nomoe 81 Tahun 2013
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Megara Republik Indoneséa ahun 2013
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Deermh Kabupaten Majakengka (Lesmibaran Deerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomer 2,
Tambahan Lembaran Daarmh Namar 13; b e

13. Peraturan Daersh Kabupaten Majatengka Nomor 4 Tabun 2017 tentang Penyelen

Eg{fz'lnan di Kabupaten Majalenghka (Lembaran Daersh Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomar

14, Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penudbahan atas

Peraturan Daersh Momaor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Fabupaten Majslengka,

15, Peraturan Bupali Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Parizinan

dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Sty Pirtu Kabupsten
Majalengka.

MEMUTUSKAN :

[

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usla Dini Kepada:

Nama Kelompok Bermain [(KB) :  AL-MUFTI
Alamat ¢ II. Raya Sukamukti Mo. 47 RT 002 RW 02
Desa Sukamukti Kecamatan Cikijing
Kabupaten Majalengka
Der-gdn Ketentuan sebagal Berikut:
Menggunakan Kurkulum dan Metoda Boelajar yang sesusi deswgan tujusn Pendidikan
Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Perndidikan Kabupaten
Majalengka
4. Permohonan Perpanjangan [zin Selambat-lambatnya 30 {Tiga Pulub) bari  Sebelum
Berakhirnya masa 1zin

Izin Sebagaimana dimaksud dalam dikium KESATL berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

Dengan berakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Majalengka Momor 76 Tahun 2018 Tangal 31 Januar 2018 dicabut dan dinyatakan tidak
herlaku,

Keputusan ini Berlaku 3 (Tiga) Tahun sefak tanpgal ditetapkan dengan ketentuan apabila di
kemudian har terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan
atau perubahan sebagalmana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal @& Dessmber 2021

KEFALA DINATS PENANAMAN MODAL DAM
TERPADU SATU PINTU
i B EN MAJALENGHKA

:::“H gk Pembina Utama Muda
NP, 19660513 198511 1 002

Yih. Kepalz Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka



